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ABSTRAK 

 

LADI KRISDAYANTI, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam perspektif Good Governance (studi kasus Desa Penatangan Kecamatan 

Buntumalangka’ Kabupaten Mamasa, Sulbar). Di bimbing oleh Jumardi, SE., M.Si 

dan Sufyan Amirullah, SE., M.Ak.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan PKH di Desa 

Penatangan dilihat dari perspektif Good Governance. Teknik pengumpulan data 

yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian 

dilakukan di Desa Penatangan Kecamatan Buntumalangka’ Kabupaten Mamasa. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala desa, pendamping PKH, Ketua 

kelompok PKH, dan masyarakat penerima manfaat dalam pelaksanaan program. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dengan teknik 

triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program 

keluarga harapan  (PKH) di Desa Penatangan telah berjalan dengan baik 

berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Akuntabilitas diwujudkan melalui 

pelaporan dan verifikasi rutin, transparansi tercermin dari keterbukaan informasi 

meskipun masih perlu ditingkatkan, partisipasi masyarakat sangat aktif dalam 

perencanaan dan evaluasi, efektivitas program berjalan baik meski terkendala 

ketidak sesuaian data, serta keadilan suda diterpakan namun masih menghadapi 

tantangan pada ketepatan sasaran. Secara umum, program ini telah mengarah pada 

tata kelola Pemerintahan yang baik, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam 

hal transparansi dan pengawasan agar tujuan program lebih efektif dan berkeadilan. 

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Good Governance, Transaparansi, 

Akuntabilitas, Partisipasi 
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ABSTRACT 

LADI KRISDAYANTI An Analysis of the Implementation of the Family Hope 

Program (PKH) from the Perspective of Good Governance (A Case Study in 

Penatangan Village, Buntumalangka District, Mamasa Regency, WestSulawesi) 

Supervised by: Jumardi, SE., M.Si and Sufyan Amirullah, SE., M.Ak 

This study aims to analyze how the PKH is implemented in Penatangan Village 

from the perspective of Good Governance. Data collection techniques used include 

observation, interviews, and documentation. The research location is in 

Penatangan Village, Buntumalangka District, Mamasa Regency. The informants in 

this study include the village head, PKH facilitators, PKH group leaders, and 

beneficiary community members. The data analysis used in this study is validity 

testing through source triangulation. The results of the study indicate that the 

implementation of the Family Hope Program (PKH) in Penatangan Village has 

been carried out well based on the principles of Good Governance. 

Keywords: Family Hope Program (PKH), Good Governance, Transparency, 

Accountability, Participation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia termasuk negara berkembang yang masih berjuang melawan 

kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022, sebanyak 

26,16 juta orang hidup dalam kemiskinan atau 9,45% dari total penduduk 

Indonesia. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu strategi yang 

ditempuh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Pemerintah terus 

memprioritaskan perubahan pola kemiskinan ini, khususnya di sektor 

pembangunan Indonesia, karena masih menjadi faktor utama penyebab mayoritas 

kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan, keterbatasan, kurangnya kapasitas dan 

banyak cacat menjadi penghambat pembangunan. Di antara tantangan tersebut 

adalah ketidakmampuan untuk hidup bebas sesuai dengan tingkat kehidupan yang 

diinginkan, ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan atau perawatan 

kesehatan yang layak, dan tantangan untuk menyediakan kebutuhan seperti 

makanan dan pakaian. Kurangnya keterampilan dan keahlian, pilihan pekerjaan 

yang tidak memadai, dan kapasitas tenaga kerja dan angkatan kerja yang tidak 

memadai merupakan penyebab utama keterbatasan populasi dan 

ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

 Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus berkembang, 

khususnya di bidang ekonomi. Namun kemudian krisis keuangan tahun 1997 

melanda. Kemiskinan ekstrem melanda Indonesia, yang mengakibatkan penurunan 

kesejahteraan masyarakat, termasuk gizi buruk, keterlambatan sekolah, dan standar 
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kesehatan yang rendah. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat di Indonesia terus berfokus pada isu kemiskinan. Seperti es, 

pengangguran dan kemiskinan harus segera diatasi. Orang-orang yang mengikuti 

isu sosial politik, ekonomi, dan budaya telah menyuarakan keprihatinan mereka 

tentang kejadian-kejadian ini, yang saling terkait dan saling bergantung satu sama 

lain. Mereka menyadari bahwa kejadian-kejadian ini merupakan contoh kerja keras 

para pengambil keputusan. Peristiwa ini akan mengakibatkan kerugian bangsa dan 

pemerintah, lama kelamaan masyarakat tidak akan sanggup menghadapi beban 

yang bertubi-tubi (Wisnu Indrajid, 2014). 

 Pemerintah, di bawah Presiden Jokowi sendiri, telah mengembangkan 

sejumlah kebijakan sosial, seperti Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia 

Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dalam upaya untuk menurunkan 

angka kemiskinan yang tinggi. Membantu masyarakat kurang mampu merupakan 

tujuan dari semua inisiatif ini. dalam upaya membantu mereka menjadi lebih 

mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dimulai dengan bidang 

kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan, pemerintah Indonesia telah berupaya 

untuk memerangi kemiskinan di negara ini. Dengan bantuan keuangan langsung 

untuk mendukung melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kota (Setiawan, 

2017). Di bawah Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Indonesia 

memperkenalkan bantuan tunai bersyarat (BTB) pada tahun 2007. PKH berbeda 

dari kelanjutan inisiatif sebelumnya yang mendukung kemampuan rumah tangga 

berpenghasilan rendah untuk mempertahankan daya beli mereka ketika pemerintah 

mengubah harga bahan bakar. PKH terutama dimaksudkan sebagai upaya untuk 
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menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial mereka dan memutus siklus kemiskinan yang telah terjadi. Di 

Indonesia, PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang 

termasuk dalam klaster I, Pro-Poor, yang difokuskan pada penanggulangan 

kemiskinan. Program ini menawarkan bantuan bersyarat untuk kebutuhan 

kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. (Anjela, 2019). 

 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Program Keluarga Harapan (PKH) 

sebagai salah satu kebijakan program untuk menanggulangi kemiskinan di negara 

ini. Program ini merupakan bagian dari program bantuan sosial terpadu berbasis 

keluarga, yang merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam 

perlindungan sosial berbasis keluarga. Inisiatif ini merupakan kebijakan 

perlindungan sosial yang dirancang untuk menegakkan hak-hak dasar. Banyak 

unsur dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program yang 

direncanakan secara terpusat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam 

pelaksanaan program akan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. 

Kebijakan pemerintah terkait PKH juga tidak jauh berbeda. Program ini disebut 

PKH, dan pelaksanaannya di tingkat daerah tidak menutup kemungkinan akan 

menemui kendala terkait kebijakan pemerintah, salah satunya terkait 

penanggulangan kemiskinan. 

 Salah satu cara untuk berpartisipasi secara aktif atau proaktif dalam suatu 

kegiatan adalah melalui pelibatan masyarakat. Berdasarkan asas tersebut, setiap 

warga desa yang bersangkutan berhak untuk berpartisipasi secara langsung dalam 

semua proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang direncanakan oleh 
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pemerintah setempat. (Sujarweni, 2015). Salah satu cara untuk mendefinisikan 

partisipasi masyarakat adalah sebagai proses mengidentifikasi isu dan peluang 

dalam masyarakat, memilih dan memutuskan solusi potensial untuk mengatasi isu, 

menerapkan solusi tersebut, dan menilai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Partisipasi menawarkan keuntungan seperti potensi untuk membuat pilihan terbaik 

dan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan berpikir inovatif masyarakat. 

Adreeyan (2014). 

 Pengelolaan keuangan desa yang sesungguhnya merupakan realitas sosial 

yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, perangkat 

desa, serta pemerintah pusat dan daerah (Rustiarini, 2016). Maharni (2017) 

menegaskan bahwa tanpa dukungan dana yang memadai untuk pembangunan dan 

pelayanan, pemerintah daerah tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

Selain itu, aspek keuangan ini merupakan salah satu faktor mendasar yang 

digunakan untuk menentukan kapasitas daerah yang sesungguhnya dalam 

mengelola rumah tangganya sendiri. Pengelolaan keuangan desa didefinisikan 

sebagai semua tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 

 Pelaksanaan PKH jangka panjang bertujuan untuk mengubah perilaku 

Keluarga Sangat Miskin (RSTM) yang selama ini kurang mendukung peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin, memutus siklus kemiskinan, dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Selain itu, sasaran ini juga mendukung inisiatif yang 

bertujuan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 
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(MDGs). Pengurangan jumlah penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, 

kesetaraan gender, angka kematian bayi dan balita, serta angka kematian ibu 

merupakan lima MDGs yang secara tidak langsung akan didukung oleh PKH. 

Tujuan khusus PKH adalah untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan 

dan pendidikan, meningkatkan capaian pendidikan peserta PKH, dan meningkatkan 

status gizi dan kesehatan umum ibu hamil dan pascapersalinan, balita di bawah lima 

tahun, anak prasekolah dari keluarga berpenghasilan rendah, dan peserta PKH 

(Najidah dan Lestari, 2019). Bidang pendidikan dan perawatan kesehatan menjadi 

fokus utama. 

 Sebagai provinsi baru hasil pemekaran tahun 2005, PKH di Sulawesi Barat 

masih perlu penyesuaian untuk mendukung kemajuan ekonomi melalui 

pemberdayaan keluarga yang memiliki harapan. Pada bulan September 2014, BPS 

melaporkan bahwa 29.870 orang atau 9,99% dari populasi, tinggal di wilayah 

perkotaan di Provinsi Sulawesi Barat, sementara 124.820 orang atau 12,67%, 

tinggal di wilayah pedesaan. Sebanyak 154.690 orang atau 12,05% dari total 

populasi, hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 246.524 (RP/kapita/bulan) di 

Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan 263 orang Pendamping, Provinsi Sulawesi 

Barat mendapat kuota penyaluran PKH sebanyak 64.291 KPM pada tahun 2019; 

kuota ini didistribusikan ke enam kabupaten. Kabupaten Majene memiliki kuota 

KPM sebanyak 9.404 KPM, Kabupaten Mamasa sebanyak 9.549 KPM, Kabupaten 

Mamuju sebanyak 7.216 KPM, Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 2.337 KPM, 

Kabupaten Pasangkayu sebanyak 4.359 KPM, dan Kabupaten Polewali Mandar 

sebanyak 31.226 KPM. 
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 Apabila suatu organisasi mampu menghilangkan praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik good governance (GG). Pada 

tahun 2018, Rizal Djalil. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk menjalankan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mengatasi sejumlah 

permasalahan yang dihadapi Indonesia. Dengan adanya Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik (Good Governance), Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Penatangan diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, 

sektor pemerintahan, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program 

akan lebih akuntabel, transparan, efisien, dan tepat sasaran yang nantinya dapat 

diterima oleh masyarakat. 

 Salah satu kabupaten yang mendapatkan bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH) adalah Kabupaten Mamasa. Di antara sekian banyak kabupaten 

yang tergolong daerah miskin, salah satunya adalah Kabupaten Mamasa yang 

merupakan kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten yang terletak di 

ujung paling selatan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan daerah pegunungan 

dengan akses terbatas dan jalan yang masih sulit dilalui kendaraan. Hal ini 

mengakibatkan terbatasnya akses informasi dan pelaksanaan program pemerintah. 

Khususnya di Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka, Program Keluarga 

Harapan (PKH) Kabupaten Mamasa menghadapi kendala umum. Dukungan PKH 

tidak berjalan dengan baik selama tahap penyaluran di Desa Penatangan, dan waktu 

penyaluran tidak sesuai dengan jadwal empat kali setahun sebagaimana yang 
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tercantum dalam buku pedoman PKH tahun 2021. Keterlambatan ini bisa 

disebabkan oleh masalah administrasi dan birokrasi. Selain itu evaluasi dan 

pemantauan keberhasilan yang dilakukan pendamping PKH masih sangat kurang 

sehingga banyak masyarakat yang menyalagunakan dana bantuan PKH tersebut 

dikarenakan masyarakat masih sangat minim pengetahuan dalam pengelolaan dana 

PKH sehingga angka kemiskinan sangat sulit berkurang.  

Selain itu, persoalan kemiskinan yang masih tinggi juga menuntut adanya tata 

kelola program bantuan sosial yang benar-benar transparan, akuntabel, serta 

mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang dirancang pemerintah pada dasarnya bukan hanya sekadar penyaluran 

bantuan bersyarat, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong perubahan 

perilaku sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

efektivitas PKH sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip good 

governance dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap, mulai dari 

pendataan penerima manfaat, distribusi bantuan, hingga evaluasi pelaksanaan 

program. 

Di Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka’, Kabupaten Mamasa, 

realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius seperti 

ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya validasi data, hingga keterlambatan 

penyaluran bantuan. Kondisi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dana serta 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program. Dengan demikian, analisis 

pelaksanaan PKH dalam perspektif good governance (GG) menjadi penting untuk 

memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan 
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keadilan benar-benar hadir dalam praktik. Penelitian ini diharapkan tidak hanya 

mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan, tetapi juga 

memberikan rekomendasi konkret dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola 

PKH di tingkat desa. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapa 

(PKH) Dalam Perspektif  Good Governance di Desa Penatangan Kecamatan 

Buntu Malangka’ Kabupaten Mamasa. 

1.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti  

mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif Good Governance (GG) di 

Desa Penatangan Kecamatan Buntu Malangka’ Kabupaten Mamasa. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan 

tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penatangan telah berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance (GG). 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam 

bidang tata kelola pemerintahan, serta dapat menjadi sumber informasi bagi 

akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

1.4.2 Secara Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

masukan bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penatangan, 

Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa, dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Desa Penatangan dalam perspektif Good Governance (GG) menunjukkan bahwa 

prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas 

telah diterapkan dengan baik, dan sudah dijalankan berdasarkan peraturan yang 

berlaku. Partisipasi masyarakat dalam program ini sudah cukup baik terutama 

dalam proses penentuan data penerima manfaat. Namun, transparansi informasi 

mengenai hak dan kewajiban peserta program juga masih kurang, yang berdampak 

pada munculnya persepsi negatif dan ketidakpuasan di kalangan warga. Di sisi lain, 

akuntabilitas pelaksana program mulai menunjukkan perbaikan dengan adanya 

pelaporan dan evaluasi rutin, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam 

aspek pengawasan dan pengaduan publik. Secara umum, Pelaksanaan Keluarga 

Harapan (PKH) di Desa Penatangan sudah mengarah pada prinsip Good 

Governance (GG), namun masih diperlukan upaya pembenahan dan peningkatan 

kapasitas aparatur serta pelibatan aktif masyarakat agar tujuan program dapat 

tercapai secara efektif dan berkeadilan. 

5.2 Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka 

penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa dan pendamping PKH perlu mengembangkan sistem 

penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh 



70 
 

 
 

masyarakat, seperti papan informasi desa, forum warga, atau pemanfaatan media 

sosial desa. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman terkait kriteria 

penerima bantuan dan proses pencairan dana. 

2. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk melibatkan masyarakat luas, tidak hanya 

keluarga penerima manfaat, dalam setiap tahapan Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH). Misalnya melalui musyawarah desa khusus untuk 

program bantuan sosial, guna menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung 

jawab bersama terhadap keberhasilan program. 

3. Pemerintah Pusat maupun Daerah disarankan untuk memberikan pelatihan 

berkelanjutan kepada para pendamping Sosial PKH, agar mereka dapat 

menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, komunikatif, dan responsif 

terhadap dinamika sosial yang ada di lapangan. 

4. Perlu dibentuk atau diperkuat mekanisme pengaduan yang bersifat terbuka dan 

aman bagi masyarakat, sehingga warga dapat melaporkan ketidakadilan atau 

kendala yang mereka alami dalam proses pelaksanaan program tanpa takut akan 

intimidasi atau diskriminasi. 

5. Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala oleh pihak yang independen, baik 

dari akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk menilai 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan prinsip-prinsip 

Good Governance (GG) dan memberikan masukan perbaikan secara objektif. 

6. Pemerintah Desa dan Dinas Sosial perlu secara berkala melakukan pendataan 

ulang dan validasi terhadap data keluarga penerima manfaat, agar bantuan tepat 

sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat desa. 
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